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Dewasa ini pandangan dunia mengarah pa& areal hutan di 
berkembang yang be 
berdaya hutannya dikelola. Menjelmg tahun 1993, t a m p h y a  

minat para pakar terhadap luasan hutan di pemukaan bumi. 
Hal tersebut dimgkapkan di berbagai media, terutama isue-isue yang 
berhubungan dengan manajemen h u m  dan lingkungan, khususnya masa1a.h- 
rnasalah yang disepakati dalam Deklarasi Rio tahun 1992 & Brazil. 

Dalam berbagai hal, Deklarasi Rio mengungkapkan bagaimana perhati- 
an dunia sedang difokuskan pada masalah berkurmgnya luasan hutan di pennu- 
kaan bumi, serta berkurangnya keanekaragarnm hayati (biodiversity) d m  

Dengan ditandatanganinya konvensi internasional mengenai keanekara- 
gman  hayati dm perubahan iklim global di Rio, serta persetujuan tentang 
Prinsip-Pnnsip Dasar rnengenai Hutan, rnaka peserta dari berbagai belahan 
bumi menyabkan keinginannya dalam bekerjasma un& mengelola hutan 
sebagai suatu warisan yang perlu dikonservasi. Berkembangnya pandmgan di 
berbagai emilik hutan tentang tanggung jawab yang tidak hanya pada 
aspek ba qengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan rnasyarakatnya, 
tetapi juga dipertimbangkan mengenai damp& global dari kegiatan-kegiatan 
pengelolaan hutan. 

Di sisi lain, jauh sebelurn Deklarasi Rio dicetuskan, Indonesia telah 
menganut prinsip pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini nampak jelas pada 
usaha-usaha gemerintah yang dituangkan dalarn berbagai bentuk seperti 
Undang-Undmg, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan sampai kepada 
penrbahan struktur organisasi kehutanm yang tadinya berupa Direktorat 
Jenderal yang berada di bawah Departemen Pertmian dikembangkan menjadi 



Depastennen Kehutanan. Dari perkembangan tersebut, Jelaslah bahwa pernerin- 
tah Indonesia dan masyarakatnya sungguh-sungguh telah memandang h u m  
sebagai suatu sumberdaya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan derni 
kepentingan umat usia di atas pemukaan bum. 

Perkernbangan Manajemen Hutan di Indonesia 

Pengelolam hutan di Indonesia teIah dimulai sejak 12 1 tahun yang lalu, 
yaitu dengan dis ya pengelolaan hutan jati & Pulau Jawa pa& tahun 1874 
oleh p e r n e ~ ~  kolonial Belanda. Satu tahw kemu&an diperkenakan sistem 
penebmgan, penanaman, penjarangm, penataan hutan dan kegiatan kehutanan 
l a h y a  yang sarnpai sekarang terns dimodifikasi sesuai dengan perkembangan 
i h u  p e n g e ~ u a n  htan t e h l o g i  oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun 1945. 
k e t h  hdonesia menyatakan kemerd a, diikuti dengan disakkannya 
Undang-Undang Dasar 1945, yang al 33, secara tegas dinyatakm 
bahvca seluruh sumberdaya alam dan sektor-sektor produksi pentkg laimya 
dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besamya bagi k e m h u r a n  bangsa 
cfan negara. 

Di sisi lain, dalam perjalanm pengelolaan hutan di Indonesia, 
Departemen Kehutanan telah menetapkan berbagai kebijakan yang diimplemen- 
t a s h  ke &lam program-program kegiatan untuk mengelola sumberdaya hutan. 
Surnberdaya hutan mernpakan salah satu modal alam yang mempunyai fungsi 
gmda. Hutan mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai sumber penghidupan dan 
lapangan keja bagi masyarakat. Hutan juga mempunyai fungsi ekolog~ yaitu 
sebagai ternpat kehidupan satwaliar, anekaragam flora yang bemanfaat bagi 

sia baik langsung maupun tidak, yang &an dlpe di masa yang 
&tang. Selain itu h u m  mempunyai hngsi yaitu sebagai 

non kayu dan jasa wisata. Implementasi kebijakan &lam 
iatan pengeiolaan hutan di Indonesia secara skematis dilAiskan 

dab Gambar I .  
Ditinjau dari segi pernberian kesempatan kerja bagi masyarakat, sektor 

ampung tenaga keqa langsung sebesar + 2,5 Juta orang 
, 1995). Di samping itu hutan telah meniberi kontribus~ 

yang sangat besar dalam penye&aah lahan untuk pernukiman, pertanlm, 
trarasmigrasi, perkebunan, perindustrim dan fasilltas urnurn. 
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C;ambar I. Kebijakan-Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia 



Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatm ( ) tahun 1991 yang 
chtelaah ulang pada tahun 1993 oleh Departemen Kehutanan, peruntukan hutan 
alam di h a n  Jaya ditetapkan seluas + 41.066.000 hektar dengan nnclan 
berdasarkan fungsinya seperti tertera pada Tabel I. 

Tabel I .  Tata Guna Hutan Kesepakatan Sesuai Fungsinya di Irian Jaya 

utan Produksi Terbatas 

Sumber : Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Inan Jaya 1995 

Selmjutnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi Irian Jaya sesuai 
Peraturan Daerah Tingkat I No. 3 Tahun 1993 tanggal 29 Mar& 1993, kawasan 
hutan di Trian Jaya diMasifikasikan seperti tampak pada TeebeE 2. 

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Na F q s i  Hutan L u a s  
& Y o  

Surnber : Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (1 995) 

Dan luasan tersebut tampak jelas bahwa kawasan hutan yang dapat 
pada pihak kedua untuk dikelola adalah kawasan hutan produksi, 

kawasan budidaya dan pertambangan seluas 17.053.207 hektar atau 4 1,86% 
dari luas hutan yang ada. Dan luasan 17.053.207 hektar tersebut telah 
dialokasikan seluas 9.995.470 hektar bag pem flak Pengusahaan Wutan 



WII) untuk diusahakan dengan sistem Tebang Pillh T a n m  Indonesia (TPTI). 
Pada periode Desernber 1994 s/d Januari 1995 telah diadakan evaluasi terhadap 
I0 (sepuluh) perus yang dimbil secara acak. Hasil evaluasi memperllhat- 
kan b&wa : 
1. Realisasi pembinam hutan dan rencana rata-rata barn mencapai 48,11% 
2. Realisasi penanaman tanah kosong dari target rata-rata baru rnencagal 1,25% 
3 .  Realisasi produksi dari target &lam RKT, rata-rata barn rnencapai 62,04% 
4. Tenaga teknis kehutanan yang dibutuhkan oleh perusahaan rnaksirnum barn 

mencapai 5 5,68% dari jumlah tenaga yang disyaratkan. 

Indikator Pengelolaan Nutan Produksi Lestari 

Dua tahm yang lalu tepatnya tahm 1993, rnasalah ekolabel diangkat 
sebagai persyaratan dasar bagi negara-negara gengekspor kayu agar prduksi 
kayu olahannya dapat dipasarkan & berbagai negara maju. Indonesia 
merupakm negara pengekspor by lapis terbesar di dunia tidak terlepas dan 
persyaratan ekolabel tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan berbagai indikator 
sebagai titik tolak yang mengarah pada pengelolaan sumberdaya hutan lestari 
d m  menyehbmgkan aniara kepentingan linghngan, kepentingan ekonorm serta 
kepentingan sosial. 

Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai tit& tolak dalam 
menetapkm apakah suatu badan pengelola sumberdaya hutan dl Lndonesia telah 
melaks ketentuan pengelolaan hutan secara lestari balk rnenjelang 
ataupun sesudah tahun 2 k& helm. Kriteria dm indikator ymg dapat 
dipertimbangkan dalm fo secara skematis tertera pada Gambar 2. 

a m b a r  2 . hhkator Lingkungan Sebagai Dasar da lm Pendekatan 
Pengelolaan Hutan Lestari 



Kemekaragaman hayati mencakup aspek-aspek keanekaragaman 
I ekosistern, keanekaragaman species dan keanekaragaman genetls dapat dikelola 

secara lestari rnelalui kebijakan dan program kegatan penetapan kawasan 
l~ndung&arnan nakna!, suaka alam dan kqatan-kegratan konservas~ 

__- -- - _ _ _ _  - -- -- - --- __i 

Kesehbangm ekosistem 

Keseimbangan ekositem hutan ~nerupakan suatu produk dari evolusi, 
adaptasi dan stres terhadap l i n w g a n  selama ribuan tahun. Perubahan yang 
dapat mempengah  tin&t atau pola alamiah biasanya direfleksikan oleh 
tingkat kesehatan ekosistem. Bencana alam seperti kebakaran, angn, serangan 
hama, wabah penyakit atau perubahan cuaca dapat mengganau kesehatan 
ekosistem. Hutan biasanya tidak berpindah, selalu beradaptasi terhadap 
kegiatan manusia seperti penebangan, urbanisasi, polusi dan lain-lain. Pemdihan 
ekosistem mengandung pengertian tentang kapasitas ekosistem untuk pulih 
kembali dari kerusakan ahbat bencana. 

Pada dasamya di alam umumnya hutan berperan sebagai pengatur 
stabilitas tanah, melinkmg dan mengatur aliran air dalam tanah-tanah hutan. 
Tanah-tan& hutan yang subur umumnya menunjang kel-Gdupan orgatusme baik 
yang berada di atas maupun di dalam tanah. Di sisi lain kualitas tanah dan air 
umumnya rnempenenh perkembanen dan produktivitas suatu ekosistem. 
Kegatan penebangan dan konstruksi jalan yang dilaksanakan secara tidak tepat 
akan mempenganh tanah-tan& hutan melalui pemadatan, erosi dan kehilangan 
unsur 11ara dalam tanah. Kegatan tersebut juga mempengaruhi kualitas air, 
terutama suhu air, kandungan oksigen, dan sedimen dalam air s e h n g a  turut 
mempengah  ekosistem akuatik. Berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan 
penebangan serta baku mutu lingkungan secara nashnal telah diberlahkm oleh 
Departemm Kehutanan untuk memperkwil dampak penebangan terhadap 
kualitas air dan tanah. Untuk itu perlu dilah~kan pemantauan dampak 
penebangan terhadap tanah dan air pada berbagai cara dan waktu penebangan, 
misalnya penebangan pada waktu musim hujan dan kering dengal1 ma~gunakan  
alat berat, manual atau kombinasi antara keduanya. 

hdustri hasil hutan merupakai~ salah satu sekeor utama (penting) di 
Indonesia baik sebagai penghasil devisa bag nwgra melalui ekspor maupun 



sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Selain itu hutan juga m e n d u h g  berbagai 
sektor yang sulit dinilai dengan mng misalnya : rekreasi, habitat satwa liar, 
tourisme, pengatur tata air, dan lain-lain. Di sisi lain. kapasitas produksi dalam 
konteks pernungutan hasil h melalui penebangan magandung pengertian 
tentang kemampuan hutan untuk rn silkan berbagai produk hasil hutan 
dalam jangka panjang. Produksi hasil tidak hanya kayu, tetapi rotan, getah 
(gaharu), damar, minyak, kegtatan rekreasi, berburu, ng dan lain-lain. 
Keberlanjutan dari manfaat ganda yang diperold dari h m n  di Indonesia? 
Mnususnya kayu dapat diukur dengan membmdingkan rencana Jatah tebang 
(AAC)' terhadap realisasi tebangan tahunan. Jatah tebang (M) adalah jumlah 
maksimum yang dapat dipungut pada areal tertentu dalam jangka waktu tertentu 
pula. 

Selanjutnya, persaingan magandung pengertian tentang kemampuan 
bersaing dan menjual hasil kayu secara luas ke pasaran bebas. Tentunya hasil 
hutan dari hdonesia h a m  dapat bersaing dsun menank modal wtuk tetap 
menGiptakasl lapan&an pekerjaan, mengllasilkan produk-prduk barn s e m  tetap 
rnenjaga kelestarian lingkungan. Berbagai faktor ymg &pat mernpengaruhi 
hasil hutan Indonesia melalui pershgan yaitu kualitas dan harga kayu, pajak, 
peraturan-peraturan, nilai mata asing, efisiensi pabrik, tenaga kerja dan 
biaya-biaya produksi . 

Keplatan penebangan hutan urnuqya d 
penduduk d a m  tingkat pagetabuan dan ket yang rmdah. Pada 
lokasi W H  tertmtu, khususnya di Irian Saya, golongan 
rnasyarakat yang t i n s 1  di sekitar dan di dal ya masih 
rendah. Oleh karmanya perlu peningkaBn upaya-upaya yang td& dan akan 
dilakukan untuk m m a q m g  aspirasi, kepatingan dan kebutuhan masyarakat 
sdetnpat dengan memperhhkan adat-istiadat dan hak-hak atas tanah serta 
hutan (hak ulayat) yang 4ikelola 01th pemeoag WH. Perlu ditemu-kan solusi 
ba~ i rnana  mengelola hutan-h- tersebut, d padebtan  me-nempatkan 
mereka sebagai mitra kerja, mitra usaha yang memilib akses s m r a  konkrit 
pada hutan. Hal ini &pat &ten?puh dmpn pola WIl Bina Desa , huran rakyat, 
hutan kemasyarakatan dan lain-lain, sehmgga masyarakat setempat tidak hanya 
menjadi obyek pembangtulm tetapi sekaligus sabagai subyek pabangun-an. 
Tujuan ak&r dari usaha- usaha tersebut tidak lain adalah milk meningkat-kan 
taraf htdup masuayrakat setempat dm men&ndarilmenangka1 konflik antara 
masyarabt dan pengeiola. Tentunya tugas ini tidak semudah apa yang 
dibayangkan sementara pihak, o l d  karma itu kita hams m a q u  mempersiap- 
kan rnereka agar keadaan sosial ekonorni dan budaya seperti pola pikir, pendi- 
dikatl serta keteranlpilan dan tanggung jawab yang benar-benar siap rnmerirna 



Pendahanluan 

hutan. EkoIabe1 pada dasmya memp suam ~ a r a  untuk 
ada komurnen m kayu Y W  

berasal dari suatu kawaan hutan &dola seem lestari. 
tentang tata m a  

pengangkutan ke lokasi 
roses pengelolam lirnbh 

atau tidak mencemri 

hdikator pengelolaan hutan lestari merup stanch yang hams 
dipenuhi oleh pengelola hutan untuk 
agar smtu sertifikat ekolabel &pat di 

selain memenrahi kriteria yang ditetapkan cialam. undang-undang 
juga mengacu pa& hasil kesephtan lernbaga -1embaga 

erti : ISO, ITTO, dan lain -lain. 

hmbaga yang s e ~ f i t  hams bebas dalm melaku- 
kan p i l h  met& perjulaian dlan &pat ditelusuri ulang oleh konsunten. Di 
smp% itu, hams bebas dan tidak langsung baik dengan proses produks~ 
mupun tztaniaga basil b y u  yang diberi sertiaat ekolabel. Lernbaga 
tersebut selain harus &pat dipe eh p e m e h a  Indonesia, juga dapat 
digeraya oleh para pe hutan dan industri hum.  ndonesia, sesuai 
pers&juan Presiden sulan Menteri Keh bentuk lehnbaga 
yang akan ditunjuk sebagai penyeleaam ecolabelling adalah lernbaga swasta 

an yang rnendapat akreditasi dari Departemen Kehutanan 
dmgm persehjum Presiden telah menmjuk Lernbaga 

Ekolabel Indonesia ( LEI) untuk melaksmakan kegiam ini. 



utan. Selain ketentuan dalm negeri seperti TPTI P 
Penebangm dan lairs-Iak, juga ketentum intemasional seperti Pedo 

l o l m  hulian dam tropis secara lestari perlu &I& 
ulai s e h a n g  (1995) hingga taRm 2000. Dengm 

tahun 2000 setiap pemegang EQPW tel& siap mtuk dievaluasi gum rnempemleh 
serti&t ekolabel. 

Indonesia dengan hutan dm tropis terbesar ketiga di dunia mempunyai 

lestari. Elal ini 

Tentunya yang dikarapkan oleh myaraka t  hdonesia rnaupm masyarakat 
irrtemsiod adalah suatu thgkat pencapaim manajernen hutan yang 
rnengakornodasikan berbagai kepentingan, berkelmjutan dan ramah lin&gan. 
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